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BUPATI WAKATOBI, 
Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pemerintahan yang baik, 

terbuka clan akuntabel diperlukan keterbukaan informasi 
pubtik yang merupakan saran.a untuk mengopti.malkan. 
partisipasi dan pengawasan publik dalam proses 
penyelenggaraan pemerin tahan; 

b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan 
rnenjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai 
dengan asas-asas umum pemerintahan. dan korporasi 
yang baik (good governance dan good corporate 
governance), serta untuk merespon pengaduan 
masyarakat diperlukan suatu sarana guna menangani 
pengaduan dan ketidakpuasan masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sarana Layanan 
Aduan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Wakatobi; 

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi 
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerint.ahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEMBENTUKAN SARANA LAYANAN ADUAN MASYARAKAT 
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

BUPATI WAKATOBI 
PERATURAN BUPATI WAKATOBI 

NOMOR 16 TAHUN 2014 

TENTANG 
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4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentuk.an Peraturan Perundang-undangan 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Noroor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republi.k 
Indonesia Nomor 5494); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertika.l di Daerah 
[Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 10, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3373); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemeri.ntahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593}; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repub.lik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penanganan. Pengaduan Masyarakat di 
Lingkungan Departemen Dalarn Negeri dan Pemerintah 
Daerah; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 
tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan 
Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 
dan Pernerintah Daerah; 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dima.ksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi. 

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTA.NG PEMBENTUKAN 
SARANA LAYANAN ADUAN MASYARAKAT PEMERINTAB 
KABUPATEN WAKATOBI. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

15. Peraturan Menteri Dalaro Negeri tentang Pedoman 
Fasilitasi Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintahan Daerah Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Noroor 484; 

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3}; 

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah 
diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 
2013 Nomor 24); 

18. Peraturan Daerah Nornor 1 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor l); 

19. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan 
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati 
dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerinta 
Kabupaten Wakatobi; 

20. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 ten tang 
Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Masyarakat di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi; 



Hkmseidawktb O 14 216 

4 

(1) SALAM Wakatobi berkedudukan di Ibukota Kabupaten Wakatobi. 

Pasal 3 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

BAB DI 
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sarana Layanan Aduan Masyarakat 
di Lingkungan Pemerintan Kabupaten Wakatobi. 

Pasal 2 

BABU 
PEMBENTUKAN SARANA LAYANAN ADUAN 

MASYARAKAT WAKATOBI 

5. Sarana Layanan Aduan Masyarakat Wakatobi, yang selanjutnya d.isebut 
SALAM Wakatobi adalah Sarana Layanan Aduan Masyarakat yang 
dibentuk secara khusus dan bertanggung jawab kepada Bupati guna 
melakukan penangana.n pengaduan masyarakat di lingkungan 
Pemerintahan Kabupaten Wakatobi. 

6. Pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan 
masyarakat yang disarnpaikan oleh masyarakat kepada SALAM 
Wakatobi berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau 
keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. 

7. Sadan publik adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi beserta 
perangkatnya, baik yang bersifat struktural maupun fungsional, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan 
Pemerintahan Desa. 

8. Pejabat publik adalah orang yang d.itunjuk dan diberi tugas untuk 
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan public 

9. Kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan publik. 
10. Pelayanan publik adalah semua jenis pelayanan yang diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Wakatobi sebagai badan publik. 
11. Sikap dan/ atau perilaku pejabat publik adalah sikap dan/ atau perilaku 

pejabat publik dalam rangka penyelenggaraan fungsi-fungsi umum 
pemerintahan yang meliputi pelayanan (servicing), pembangunan 
(developing), fasilitasi (facilitating), pemberdayaan (empowering) dan 
pengaturan (regulating). 

12. Masyarakat adalah orang perseorangan, atau kelompok orang atau 
badan. 

13. Pelapor adalah masyarakat yang menyampaikan pengaduan kepada 
SALAM Wakatobi. 

14. Terlapor adalah pejabat publik dan/atau badan publik yang diduga 
melakukan penyimpangan atau pelanggaran. 

15. Mediasi adalah penyelesaian sengketa pengaduan antara pelapor dan 
terlapor melalui bantuan SALAM Wakatobi. 
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Pasal 5 

( l) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, SALAM Wakatobi 
berwenang untuk : 
a. menampung pengaduan pelapor yang berkaitan dengan kebijakan 

publik, pelayanan publik dan perilaku pejabat publik; 
b. menolak pengaduan pelapor yang tidak memenuhi ketentuan yang 

telah ditetapkan; 

c. melakukan l<larifikasi yang bersifat noninvestigasi atau penyelidikan 
dan mediasi atas pengaduan pelapor; 

d. merninta laporan atas tindak lanjut pengaduan masyarakat yang 
ditangani oleh badan publik; 

Bagian Ketiga 
Kewenangan 
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(2) Untuk melaksanakan rugas sebagaimana yang climaksud pada ayat (1), 
SALAM Wakatobi berfungsi: 
a. penjaringan pengaduan secara proaktif maupun pasif; 
b. pelaksanaan klarifikasi atas pengaduan yang disampaikan pelapor 

kepada badan pu blik terkait; 
c. penyampaian pengaduan kepada badan publik untuk clitindaklanjuti; 
d. penerimaan hasil tindak lanju t yang disampaikan oleh badan pu blik; 
e. pemantauan atas penanganan pengaduan yang dilakukan oleh 

badan publik; 
I. penyampaian basil tindak lanjut atas pengaduan kepada pelapor; 
g. pelaksanaan mediasi antara pelapor dengan badan/pejabat publik 

terkait, jika penanganan pengaduan belum memuaskan pelapor; 
h. pemberian telaahan kepada Bupati guna menyelesaikan pengaduan 

rnasyarakat yang tidak berhasil dimediasi: 
1. penyampaian jawaban Bupati kepada pelapor: 
J. penyampaian laporan hasil tindak lanjut secara periodik kepada 

Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

(1) SALAM Wa.katobi bertugas melaksanakan penanganan pengaduan 
masyarakat yang berkenaan dengan kebijakan publik, pelayanan publik 
dan perilaku pejabat publik. 

Pasal 4 

(2) SALAM Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat {l) secara 
organisasi berada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi. 

(3) SALAM Wakatobi sebagai.mana dima.ksud pada ayat (l} d.ipimpin oleh 
seorang ketua yang d.itetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 
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( l) Ketua mempunyai tugas mem.impin, mengkoordinasikan dan 
melaksanakan kegiatan SALAM Wakatobi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), ketua 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penjaringan pengaduan secara proaktif maupun pasif; 
b. pelaksanaan klarifikasi atas pengaduan yang disampaikan pelapor 

kepada badan publik terkait; 

c. penyampaian pengaduan kepada badan publik untuk ditindaklanjuti; 
d. penerimaan hasil tindak lanjut yang disampaikan oleh badan publik; 
e. pemantauan atas penanganan pengaduan yang dilakukan oleh 

badan publik; 

Pasal 7 

Bagian Kedua 
Ketua 

( 1) Su sun an organisasi SALAM Waka to bi terdiri dari : 

a. ketua; 
b. wakil ketua I; 

c. wakil ketua II; 

d. sekretaris; dan 
e. anggota. 

(2) Bagan struktur organisasi SALAM Wakatobi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

BAB IV 
ORGANISASI 

e. melakukan pemantauan atas tindak lanjut pengaduan yang ditangani 
oleh badan publik yang diadukan. 

(2) Dalam melaksakan tugas pokok dan fungsi, SALAM Wakatobi memiliki 
batasan kewenangan meliputi: 
a. tidak berwenang untuk rnenangani pengaduan yang telah diadukan 

oleh rnasyarakat kepada aparat penegak hukum; 
b. tidak berwenang untuk melakukan litigasi atau penindakan atas 

pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat; 
c. tidak berwenang untuk menangani pengaduan masyarakat yang 

berkaitan dengan perilaku pejabat publik diluar tugas pokok dan 
fungsi; 

d. tidak berwenang untuk memberikan sanksi kepada pejabat publik 
atau badan publik. 
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Pasal 9 

Wakil ketua II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu ketua 
mengkordinasikan : 
a. pernantauan atas penanganan pengaduan yang dilakukan oleh badan 

publik; 

b. pelaksanaan mediasi antara pelapor dengan badan/pejabat publik 
terkait, jika penanganan pengaduan belum memuaskan pelapor; 

c. pemberian telaahan kepada Bupati guna menyelesaikan pengaduan 
masyarakat yang tidak berhasil dimediasi: 

d. penyampaian jawaban Bupati kepada pelapor. 

Bagian Keempat 
Wakil Ketua n 

Pasal 8 
{l) Waki.1 ketua I mempunyai tugas membantu ketua mengkoordinasikan . 

a. penjaringan pengaduan secara proaktif maupun pasif; 
b. pelaksanaan klari.fikasi atas pengaduan yang disampaika.n pelapor 

kepada badan publik terkait; 
c. penyampaian pengaduan kepada badan publik untuk ditindaklanjuti; 
d. penerimaan hasil tindak lanjut yang disampaikan oleh badan publik; 
e. penyampaian hasil tindak lanjut atas pengaduan kepada pelapor; 
f. pelaksanaan konsultasi kegiatan SALAM Wakatobi; 
g. pengarahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SALAM 

Wakatobi; 
h. penyampaian laporan hasil tindak lanjut secara periodik kepada 

Bupati setiap 3 (tiga) bu.Ian sekali. 
(2) Wakil ketua I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seca.ra ex-officio 

bertindak sebagai ketua pelaksana harian dan mempunyai tugas 
memimpin pelaksanaan kegiatan harian SALAM Wakatobi. 

f. penyampaian hasil tindak lanjut atas pengaduan kepada pelapor; 
g. pelaksanaan mediasi antara pelapor dengan badan/ pejabat publik 

terkait, jika penanganan pengaduan belum memuaskan pelapor, 
h. pemberian telaahan kepada Bupati guna menyelesaikan pengaduan 

masyarakat yang tida.k berhasil. dimediasi; 
1. penyampaian jawaban Bupati kepada pelapor; 
J. penyampaian laporan hasil tindak lanjut secara periodik kepada 

Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

Bagian Ketiga 
Wakil Ketua I 
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Pasal 12 

Dalam rangka mendukung pelaksnaan tugas SALAM Wakatobi, maka pada 
badan publik dibentuk Tim Fasilitasi Pengaduan Masyarakat yang terdiri 
dari pimpinan badan publik dan dibantu oleh pejabat publik/staf yang 
bertugas melaksanakan klarifikasi dan memberikan jawaban atau 
tanggapan atas pengaduan rnasyarakat. 

(1) Anggota sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, 
mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan yang 
berkenaan dengan kebijakan publik, pelayanan publik dan perilaku 
pejabat publik. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
anggota menyelenggarakan fungsi : 
a. penjaringan atas pengaduan masyarakat yang terkait pelayanan 

publik, baik secara proaktif maupun pasif; 
b. penerimaan atas pengaduan masyarakat yang terkait perilaku 

pejabat publik; 
c. melakukan telaahan atas setiap pengaduan masyarakat; 
d. penyampaian pengaduan sesuai urusan kepada badan publik terkait; 
e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada 

ketua; 

f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua. 
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Pasal 11 

Bagian Keenam 
Anggota 

(1) Sekretariat SALAM Wakatobi dipimpin oleh seorang sekretaris 
mempunyai tugas mengelola administrasi umurn, keuangan, sarana 
prasarana, sistern layanan pengaduan rnasyarakat dan pengembangan 
sumber daya manusia. 

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) 
Sekretaris SALAM Wakatobi menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kerja; 
b. penyusunan anggaran; 

c. pengelolaan administrasi umum, sarana prasarana dan sistem 
SALAM Wakatobi; 

d. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia; 
e. penerimaan pennohonan pengaduan masyarakat; 
f. penyusunan hasil penanganan pengaduan; 
g. penyusunan laporan kegiatan secara periodik. 

Bagian Kelima 
Seluetariat 

Pasal 10 
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Pernbiayaan SALAM Wakatobi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi. 

Pasal 17 

BAB IX 
PEMBIAYAAN 

Sekretaris Daerah melaksanakan pernbinaan kelembagaan SALAM 
Wakatobi. 

Pasal 16 

BAB VIII 
PEMBINAAN 

( 1) Dalarn melaksanakan tugas pokok dan fungsi, SALAM Wakatobi wajib 
menerapkan prinsip koordmasi, integrasi dan sinkroninasi baik di 
lingkungan SALAM Wakatobi maupun dengan badan publik. 

(2) Penjabaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SALAM Wakatobi 
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 15 

BABVll 
TATAKERJA 

(1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada SALAM Wakatobi 
berhak mendapatkan jenjang karir struktural atau fungsional pada unit 
lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

{2) Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 
berhak mendapatkan tambahan penghasilan yang besarannya 
ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

9 

( 1 J Kerua, wakil ketua, sekretaris dan anggota diangkat dan diberhentikan 
oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerab. 

(2) Kelembagaan SALAM Wakatobi bersifat Add hoc/nonstruktural. 
BAB VI 

KAR.IR DAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 13 

BABV 
PENGANGKATAN,PEMBERHENTIAN 

DAN KELEMBAGAAN 

Pasal 14 
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SUDJITON 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2014 NOMOR ~ 

Diundangkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal II - 6 .... 2014 

SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 
'.::::::::::. 

HUGUA 

Ditetapkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal II ... ~ - 2014 

BUPATI WAKATOBI, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daera.h Kabupaten 
Wakatobi. 

Pacal 19 

Pasal 18 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

BABX 
KETENTUANPENUTUP 

i' 
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